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ABSTRAK  
 
Priyatiningsih, Urip. Dasar Hukum Pertimbangan  Hakim  dalam  Penetapan 
Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 
0067/Pdt.P/2019/Pa.Bbs. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan 
merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain 
perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat 
membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat 
Nikah) dari Pengadilan Agama. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) alasan pemohon dalam 
mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes, 2) dasar 
pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama 
Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini termasuk library research 
atau kepustakaan, sumber penelitian adalah sumber data sekunder, terdiri dari atas 
dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi 
dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif 
kualitatif dengan penalaran deduktif. 
Hasil penelitian diperoleh: 1) Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan 
isbat nikah di Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/ 
PA.Bbs yaitu dilatarbelakangi oleh karena tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah 
dari Pegawai Pencatat Nikah setempat. Alasan permohonan isbat nikah untuk 
keperluan mengurus akta kelahiran anak dan pembuatan paspor untuk perjalanan ke 
luar negeri dan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta ketentuan 
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan 
permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 
2009/PA.Bbs yaitu: (1) Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, karena Pemohon I sudah berusia 22 dan Pemohon II berusia 16 saat 
menikah; (2) Azas Kontra Legem, hakim mengenyampingkan Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) jo. 
Penjelasan Ayat (2) angkat 22 karena para pemohon beritikad baik sebagai orang yang 
awam hukum dan sebagai penyelesaian hukum yang dhurorot karena tidak ada jalan 
lain untuk memperoleh Akta Nikah atau akta autentik pernikahannya kecuali dengan 
diisbatkannya pernikahan tersebut; dan (3) Pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 jo Pasal 39-44 KHI dan Dalil dalam Kitab Tuhfah IV:133, Pemohon I dan 
Pemohon II terbukti tidak ada halangan apapun untuk disahkan pernikahannya. 
 
Kata Kunci: Dasar Hukum, Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah. 
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ABSTRACT 
 
Priyatiningsih, Urip. Legal Basis for Judges' Considerations in the Determination of 
Marriage Isbat Requests at the Brebes Religious Court on Stipulation Number: 
0067/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, 
Tegal Pancasakti University. 2019. 
Indonesian laws and regulations state that marriage registration is the only 
evidence of a marriage occurring, but on the other hand the law provides a way out for 
people who cannot prove the existence of marriage by way of Marriage Determination 
(Isbat Marriage) from the Religious Court. 
The purpose of this study is to find out: 1) the reasons for the applicant in 
submitting an application for marriage isbat in the Brebes Religious Court, 2) the basis 
of the judge's consideration in determining the marriage isbat marriage request for the 
Brebes Religious Court in Stipulation Number: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs . This study 
uses a normative legal research approach, this type of research includes library 
research, the research source is a secondary data source, consisting of primary legal 
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection 
method in this research is literature study and document study. Data analysis in this 
study was carried out in a normative qualitative manner with deductive reasoning. 
The results of the study were obtained: 1) The reasons for the applicant in 
submitting an application for marriage isbat in the Brebes Religious Court in 
Stipulation Number: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs, namely because they have never 
received a marriage certificate from a local Marriage Registrar. Reasons for the 
application for marriage registration for the purposes of taking care of a child's birth 
certificate and making a passport for overseas travel and legal certainty and orderly 
population administration as well as the provisions of Article 7 paragraph (3) letter (e) 
KHI. 2) The basis of the judge's consideration in the determination of the application 
for marriage is the Brebes Religious Court in Stipulation Number: 006 / Pdt.P / 2009 / 
PA.Bbs, namely: (1) Article 7 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, because 
Petitioner I was already 22 years old and Petitioner II was 16 at the time of marriage; 
(2) The Counter-Legem Principle, the judge overrides Law No. 7 of 1989 concerning 
Religious Courts, Article 49 paragraph (1) letter (a) and paragraph (2) jo. Elucidation 
of Paragraph (2) adopts 22 because the applicant has a good intention as a person who 
is a layman of the law and as a legal settlement which is dhurorot because there is no 
other way to obtain a Marriage Certificate or an authentic marriage certificate unless 
the marriage is granted; and (3) Article 8-11 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with 
Article 39-44 KHI and Dalil in the Book of Tuhfah IV: 133, Petitioner I and Petitioner 
II proved that there were no obstacles to their marriage being legalized. 
 
Keywords: Legal Basis, Judge Considerations, Marriage License. 
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MOTTO 
 
Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau 
kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk 
menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang 
baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum masa idahnya habis. 
Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada dalam hatimu, maka takutlah 
kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 
(Q.S Al-Baqarah: 235) 
 
Ijab qabul adalah cara paling romantis untuk mengungkapkan cinta.  
Cinta kita adalah yang terbaik. Karena engkau membangkitkan imanku, menolongku 
di dunia ini. Dan untuk alasan itulah, aku ingin berjumpa kembali denganmu di surga. 
(Penulis) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Setiap manusia hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya 
melalui perkawinan. Budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang 
dilakukan di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang 
disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang 
dipeluk. Pengertian erkawinan secara bahasa adalah membentuk keluarga dengan 
lawan jenis, bersuami atau beristri; untuk melakukan hubungan kelamin dan 
bersetubuh.1 
Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal 
yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan 
sebutan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah. Suatu ikatan perkawinan pada 
dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam kehidupan 
sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. 
Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan 
untuk waktu yang lama.2 Kenyataannya dalam realitas masyarakat tujuan diadakan 
pernikahan terkadang sudah mulai hilang, sehingga pernikahan tersebut justru 
menimbulkan hal-hal yang negatif akibat tidak memenuhi ketentuan Undang-
undang yang berlaku. Adakalanya hanya merujuk pada aturan tentang syarat dan 
                                                  
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia, 
Jakarta, 2012, hlm. 639. 
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Inrtemasa, Jakarta, 2000, hlm. 23. 
  
2 
rukun berdasarkan fikih tidak merujuk pada ketentuan undang-undang 
perkawinan, biasanya perkawinan semacam ini disebut nikah sirri,3 padahal nikah 
sirri sangat rentan merugikan pihak suami atau istri terutama tidak terpenuhinya 
hak-hak wanita dan anak-anak.  
Menurut hukum Islam klasik (fikih), suatu pernikahan dianggap sah 
apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu, adanya calon suami 
dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, adanya wali dari pihak calon 
wanita, adanya dua orang saksi, sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul.4 Aturan 
dalam fikih klasik tentang syarat dan rukun pernikahan tidak ditemukan aturan 
mengenai pencatatan nikah. Seiring perkembangan zaman dan persoalan semakin 
kompleks perlu adanya pembaharuan pencatatan nikah sebagai solusi atas 
pesoalan yang muncul di permukaan. Beberapa negara muslim di dunia telah 
menerapkan aturan tentang pencatatan nikah dalam Undang-undang Perkawinan, 
hal tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan pentingnya pencatatan nikah.5 
Bentuk aturan yang terapkan antara negara yang satu dengan negara 
muslim lainnya berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat. Adanya pencatatan 
pernikahan sebagai syarat keabsahan pernikahan dan ada pula hanya sebagai 
syarat administratif dan kepastian hukum. Seperti halnya dalam Muslim Family 
Law Ordinance tahun 1961, Pakistan mengharuskan pencatatan perkawinan. Bagi 
yang melanggar dikenakan hukuman 3 bulan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang 
Yordania No. 61 Tahun 1976 mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dan 
                                                  
3 Ibid., hlm. 17. 
4 Zain al-Din bin Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu’in bi sharh qurrah al-‘Ain, Al-Jaffan 
dan Al-Jabi, Beirut, tt, hlm. 452. 
5 Nasution, Khoruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Academia + Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. 
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yang melanggar akan dihukum baik memepelai maupun pegawai dengan hukuman 
pidana.6 
Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila 
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan 
hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Adanya undang-undang tersebut maka perkawinan dapat 
menimbulkan akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu mempunyai hak untuk 
mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu 
perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila 
perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan 
kepercayaan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap 
perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa agar terjamin 
ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 
Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 
menegaskan perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum dan Pasal 7 menjelaskan perkawinan hanya dapat 
dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
Pentingnya  pencatatan  pernikahan  atau  dengan  bahasa  lain,   ketika pernikahan  
                                                  
6 Ibid., hlm. 345. 
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tidak dicatatkan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku pernikahan 
tersebut dan juga keturunannya. Diantara akibat pernikahan yang tidak dicatatkan 
ialah sebagai berikut: substansi perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum 
negara; isteri dapat ditalak kapan saja; status hukum anak tidak jelas; hak isteri dan 
anak atas nafkah dan juga warisan tidak terjamin.7 
Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang 
perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan 
perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi kesadaran 
masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih 
dibilang rendah. Hal ini terlihat masih banyaknya pernikahan sirri dan perkawinan 
yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Masyarakat banyak yang belum 
paham akan pentingnya pencatatan perkawinan sehingga banyak masyarakat yang 
perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Penyebabnya 
kemungkinan masih banyak masyarakat menganggap kurang pentingnya 
pencatatan perkawinan.  
Ada juga kemungkinan adanya pegawai pencatat perkawinan yang tidak 
bertanggungjawab maupun lalai dalam menjalankan tugasnya atau faktor 
penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan. Hal ini terjadi pada 
perkara perdata penetapan nomor: 0067/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Pemohon I dan 
Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah 
orang tua Pemohon II. Akad nikah, ijab diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan setelah wali nikah Takwid bin 
                                                  
7 Ma’sum, Endang Ali, Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya, Jurnal 
Musawa, Vol. 12, No. 2, Juli 2013, hlm. 209-210. 
  
5 
Tarmidi menyerahkan perwaliannya dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan 
mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar 
tunai tanpa adanya perjanjian perkawinan. Namun menurut keterangan Pegawai 
Pencatat Nikah, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan 
dalam Register Pencatatan Akta Nikah di Kantor KUA Kecamatan Paguyangan, 
Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keterangan Nomor 25/Kua.11.29.11/Pw.01/ 
03/2019 tertanggal 14 Maret 2019. 
Akta nikah merupakan satu-satunya bukti perkawinan, bagi orang-orang 
yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka 
segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat 
diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, 
pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya. 
Adanya pencatatan setiap perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang 
kawin, yaitu suami dan istri, akan memperoleh salinannya (kutipan akta nikah) 
yang dapat difungsikan selaku alat bukti fakta hukum menyangkut kependudukan 
dalam tatanan sosial. “The registers are meant to prove legal facts, ...”. 8 
Peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan pencatatan 
perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun 
di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak 
dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah 
(Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama 
akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah 
                                                  
8 Chorus, Jeroen, et. al., Introduction to Dutch Law, Kluwer Law International, New York, 
2007, hlm. 79. 
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mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih 
konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak 
serta harta benda dalam perkawinan. 
Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan 
pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdictio voluntair.9 
Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini 
hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu 
penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan di 
dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya 
perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang 
menghendaki demikian. 
Pada dasarnya isbat nikah boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan 
nikah sirri atau pernikahan yang belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah baik 
disebabkan lalai dalam menjalankan tugasnya atau faktor penyebab lain untuk 
dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan mendapatkan bukti autentik 
dan berimplikasi pada adanya kepastian hukum. Untuk mengajukan isbat nikah 
ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dasar pertimbangan hakim 
meskipun aturan tersebut tidak disebutkan secara gamblang.  
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 
mengenai isbat nikah dalam skripsi yang berjudul “Dasar Hukum Pertimbangan 
Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah Pengadilan Agama Brebes pada 
Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009.PA.Bbs.” 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apa alasan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di 
Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs? 
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah 
Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama 
Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan 
isbat nikah Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 
2009/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara Teoritis 
Memberikan manfaat teoritis bagi pemahaman Ilmu Hukum, khususnya yang 
berkaitan  dengan  isbat  nikah. Hasil  penelitian dapat meningkatkan wawasan 
                                                                                                                                              
9 Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 271. 
  
8 
dan pengetahuan masyarakat tentang proses penetapan permohonan isbat nikah 
dengan tidak adanya akta nikah dan memberikan pemahaman dan pengertian 
bagi pembaca mengenai penyelesaian perkara isbat nikah sehingga dapat 
mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini juga dapat 
dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara Praktis  
a. Memeberikan temuan baru kepada para hakim agar dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kebijakan sekaligus dapat 
dijadikan rumusan untuk menciptakan aturan yang memberikan rasa 
keadilan dalam penetapan isbat nikah.  
b. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi pemahaman tentang 
pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat, sehingga dapat 
menghindari pernikahan sirri yang pada hakikatnya dapat merugikan pihak 
perempuan serta dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 
tidak dicatatnya pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
c. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan pada 
kenyataan di lapangan dan menambah pengetahuan tentang hukum perdata 
khususnya pada kasus isbat nikah.  
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 
untuk menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, juga 
merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian 
jumlah dan jenis yang dihadapi dalam suatu penelitian. 
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1. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, 
yaitu penelitian normatif adalah penelitian yang dikakukan dengan cara 
meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder.10 Metode penelitian ini 
juga biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian 
perpustakaan dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-
peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada 
perpustakaan yang membutuhkan data bersifat sekunder pada perpustakaan. 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 
hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.  
2. Jenis dan Sumber Data  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian 
dengan library research atau kepustakaan. Penelusuran kepustakaan adalah 
penelitian yang dikakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 
data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan dokumen penetapan 
Pengadilan Agama atas permohonan isbat nikah, dan juga didukung dengan 
buku, undang-undang, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dan 
mendukung permasalahan penelitian.  
                                                  
10  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 
2013, hlm. 23. 
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu buku-buku, 
dokumen-dokumen, internet, dan media cetak. Selanjutnya data penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang 
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian 
baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang 
bahan primer.11 Adapun yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian 
ini antara lain: 
1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.12  
2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.13 Seperti hasil jurnal, seminar, 
makalah dan artikel terkait dengan materi penelitian. 
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: 
berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 
                                                  
11  Ibid., hlm. 29. 
12 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005,        
hlm. 142. 
13 Ibid., hlm. 36. 
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3. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.14 Penelitian ini, penulis melakukan studi 
dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, 
membaca, mengkaji dan mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan 
perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna 
mengumpulkan dan menunjang penelitian. 
4. Metode Analisis Data  
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat 
penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus 
melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan 
hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.15  
Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan 
kaedah hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data 
yang dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam 
                                                  
14  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 21. 
15  Ibid., hlm. 251-252. 
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kategori-kategori atas dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.16 
Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan: 
a. Melakukan evaluasi terhadap data yang telah terkumpul, dalam hal ini 
Penetapan Pengadilan Agama Brebes Nomor: 0037/Pdt.P/2019/PA.Bbs, 
apakah peraturan yang mengatur atas perkara tersebut telah diterapkan 
serta peristiwa hukum dan fakta telah diperiksa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b.  Dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu 
permasalahan yang diteliti dan juga analisis hukum yaitu menganalisis 
dengan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan-permasalahan yang diteliti. 
F. Sistematika Penulisan  
Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara jelasnya 
untuk mempermudah pembahasan maka penulis menguraikan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka. Berisi tentang tinjauan tentang perkawinan antara lain: 
pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukum 
perkawinan, syarat sahnya perjanjian; tinjauan tentang pencatatan 
                                                  
16 Ibid., hlm. 255. 
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perkawinan antara lain: pengertian pencatatan perkawinan, tujuan 
pencatatan perkawinan, akta nikah; dan tinjauan tentang isbat nikah antara 
lain: pengetian isbat nikah, ketentuan isbat nikah, tata cara pengajuan 
isbat nikah. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dijelaskan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai alasan pengajuan permohonan isbat nikah dan 
dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah pada 
penetapan nomor: 006/Pdt.P/ 2009/PA.Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan tentang Perkawinan  
1. Pengertian Perkawinan  
Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral. Seseorang pasti 
menginginkan perkawinan karena setiap manusia diciptakan secara berpasang-
pasangan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” adalah 
melakukan suatu akad atau perjanjian yang untuk mengikatkan diri antara seorang 
laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah 
pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan 
suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 
ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.17 
Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, 
untuk hewan, tumbuhan dan manusia. Berbeda dengan nikah, hanya digunakan 
untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-
istiadat, dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi 
kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau 
perkawinan).18 
                                                  
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, 
Yogyakarta, 2007, hlm. 8. 
18 Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional, Alauddin University Press, Makassar, 2014, hlm. 7-8. 
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Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya 
perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut 
istilah syara’ ialah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual 
dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.19 Perkawinan 
dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan 
biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang 
paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan 
biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.20 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan keakl berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur 
yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. 
Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status 
sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. 
Unsur hukum dalam perkawina bermanfaat untuk memelihara keturunan dan 
mempertinggi kedudukan sosial. Mengenai unsur agama dalam perkawinan 
bermanfaat  untuk  membentuk  dan  menghindari  manusia  dari  pergaulan bebas  
                                                  
19 Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 8. 
20 Rofiq, H. Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 
2013, hlm. 53. 
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sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa 
unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat 
menjaga ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga menjaga seseorang dari 
unsur fitnah serta memperjelas keturunan berdasarkan hukum Islam (syar’i) da 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.21 
Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diartikan yaitu: 
a. Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri; 
b. Ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia kekal dan sejahtera; 
c. Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia kekal itu berdasarkan ketuhanan yang 
maha esa. 
Ikatan lahir batin dalam perkawian yang dimaksud adalah bahwa 
perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. 
Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan 
ikatan batin yang merupakan pondasi kuat dalam membentuk dan membina 
keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut definisi ulama fiqih (Mazhab Syafi’i) 
Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri 
dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.22  
                                                  
21 Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Materi Perkara Tertentu), 
Alauddin University Press, Makassar, 2014, hlm. 131. 
22 Fuadi, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 1. 
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Atas dasar beberapa definisi tentang perkawinan tersebut dapat 
disimpulkan bahwasannya perkawinan ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh 
seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan 
hidup yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat ditentukan/dibatasi 
atau selama-lamanya.23 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada 
orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah 
generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan 
perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari 
perbuatan zina.  
2. Hukum Perkawinan  
Islam sangat menganjurkan nikah, karena nikah itu adalah suatu kebutuhan 
primer agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa aman, tentram dan 
penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga. Hukum perkawinan bagi orang 
yang telah mempunyai kemampuan kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada 
perbuatan zina seandainya tidak segera melangsungkan perkawinan, adalah wajib. 
Kemudian bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak segera melangsungkan perkawinan 
tidak dikhawatirkan berbuat zina, adalah sunnat. Akan tetapi apabila seseorang 
tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab 
untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, atau jika 
melangsungkan perkawinan akan dapat menelantarkan istrinya, maka hukumnya 
                                                  
23 Ibid., hlm. 1-2. 
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haram. Lain halnya jika seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan 
perkawinan juga cukup mampu untuk menahan diri tergelincir berbuat zina 
sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat 
untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik, maka hukumnya makruh.24 
Hukum Nikah (perkawianan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis antar jenis, dan 
hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Ulama 
syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada 
yang sunnat, wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat 
memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini 
banyak di pengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah. Terlepas dari pendapat imam-
imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-quran maupun As-sunnah, Islam 
sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan 
perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang 
melaksanakan serta tujuan melaksanaknnya, maka melakukan perkawinan itu 
dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah.25 
Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menentukan bahwa 
ternyata menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib 
atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi 
tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk 
dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan 
permasalahannya. Berikut penjelasan masing-masing hukum perkawinan. 
                                                  
24 Ghazali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 20. 
25 Ibid., hlm. 17-18. 
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a. Pernikahan yang Wajib Hukumnya. Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang 
yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam 
perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. 
Maka bila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja menikah 
bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.  
b. Pernikahan yang Sunnah Hukumnya. Sedangkan yang tidak sampai 
diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih 
tidak merasa takut kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang 
masih mudah ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Orang 
yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun 
tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya 
untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT. Bila dia 
menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan 
dengan dia diam tidak menikahi wanita.  
c. Pernikahan yang Haram Hukumnya. Secara normal, ada dua hal utama yang 
membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu 
memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali 
bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan 
menerima keadaannya. Selain itu juga bila ada dalam drinya cacat pisik 
lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk 
bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus 
terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. 
Selain dua diatas, masih ada lagi ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan 
untuk menikah. Misalnya wanita musliamh yang menikah dengan laki-laki 
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yang berlainan agama atau atheis, juga menikahi wanita pezina dan pelacur. 
Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya 
suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Ada juga pernikahan yang 
haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan 
rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, atau menikah dengan niat 
untuk mentalak, nikah untuk sementara waktu yang kenal nikah kontrak. 
d. Pernikahan yang Makruh Hukumnya. Orang yang tidak punya penghasilan 
sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, 
hukumnya makruh bial menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya 
harta yang bisa mencukupi kehidupan mereka, maka masih dibolehkan bagi 
mereka untuk menikah meski dengan karahiyah. Sebab idealnya buakn wanita 
yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan untuk menjadi 
tanggung jawab pihak suami. Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab 
berdampak dharar bagi pihak wanita. Apalagi bila kondisi demikian 
berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat 
kemakruhannya menjadi jauh lebih besar. 
e. Pernikahan yang Mubah Hukumnya. Orang yang berada pada posisi tengah-
tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan 
hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu 
menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun 
juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya. Pada kondisi 
tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah adalah mubah.26 
                                                  
26 Ridwan, Muhammad Saleh, Op Cit., hlm. 20-23. 
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Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam 
pada dasranya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan 
keadaan maslahat atau mafsadanya. Kemudian dasar hukum perkawinan menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya bahwa “perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”. Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang 
dalam Pasal 2 dan 3: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 
3. Syarat dan Rukun Perkawinan  
Melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan syarat 
perkawinan, supaya pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut agama maupun 
Negara. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan 
dilakukan.27 Rukun dalam hal perkawinan ialah hal yang harus ada dan wajib 
tanpa diwakilkan terkecuali dalam hal mendesak. Rukun perkawinan menurut 
jumhur ulama yakni adanya: a) calon suami, b) calon istri, c) wali dari pihak 
wanita, d) dua orang saksi, dan e) sighat nikah atau ijab dan qabul.28 
                                                  
27 Ghazali, Abdul Rahman, Op Cit.. hlm.45-46. 
28 Somad, Abdul, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), 
Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 263. 
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Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, 
apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya 
hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 1 tentang 
syarat-syarat perkawinan, ialah sebagai berikut: 
a. Persetujuan kedua calon mempelai, 
b. Perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. Apabila terdapat halangan maka dapat digantikan oleh wali nasab ataupun 
wali hakim, 
c. Mempelai pria minimal berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, 
d. Dilarang melakukan perkawinan seperti yang telah ditentukan pada Pasal 8, 
yakni apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
kebawah/keatas; dalam garis keturunan menyamping; ada hubungan semenda; 
adanya hubungan sepersusuan; adanya hubungan saudara dengan istri atau 
sebagai bibi/kemenakan dari istri (apabila seorang suami beristri lebih dari 
seorang); mempunyai hubungan dilarang dalam agamanya untuk melakukan 
perkawinan; tidak menikahi wanita dalam masa iddah, dan sebagainya. 
Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 15-29, Tentang Syarat 
Perkawinan, menyebutkan syarat dari Perkawinan ialah sebagai berikut: 
a. Calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon 
mempelai wanita berumur 16 tahun,  
b. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
sesuai yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan, 
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c. Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan calon mempelai dihadapan 
saksi nikah, 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan (adanya larangan perkawinan seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya juga di Undang-Undang Perkawinan), 
e. Wali nikah harus seorang laki-laki, muslim, akil, dan baligh,  
f. Dua orang saksi, harus hadir menyaksikan perkawinan yang berlangsung, laki-
laki, muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli,  
g. Ijab Kabul harus jelas beruntun dan tidak ada selang waktu,  
h. Pengucapan Kabul oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi dan bisa 
diwakilkan dengan syarat pemberian kuasa secara tertulis. 
Secara lebih rinci berikut penulis jelaskan tentang syarat perkawinan 
sebagai berikut: 
a. Calon mempelai pria 
Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 
seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:29 
1) Calon suami beragama Islam, 
2) Bukan mahram dari calon istri, 
3) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, 
4) Tertentu atau jelas orangnya, 
5) Tidak sedang ihram haji, 
6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu,30 
 
                                                  
29 Somad, Abdul, Op Cit., hlm. 263. 
30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, BAB II, Pasal 6 Ayat (1), tentang 
Syarat-Syarat Perkawinan. 
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7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, 
8) Tidak sedang mempunyai istri empat.31 
b. Calon mempelai wanita32 
1) Beragama Islam. 
2) Tidak ada halangan hukum  
3) Merdeka atas kemauan sendiri33 
4) Jelas orangnya 
5) Tidak dalam ihram haji 
c. Syarat ijab dan Kabul 
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya 
sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut 
pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau 
wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila 
perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya. 
Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang 
lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan 
akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh 
kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara 
ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan 
                                                  
31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat (1) “Pada asasnya dalam 
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami.” 
32 Somad, Abdul, Op Cit., hlm. 263-264. 
33 Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita 
dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyaratnya tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan Pasal 17 KHI menegaskan bila 
perkawinan tidak disetujui oleh seseorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat 
dilangsungkan. 
  
25 
hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad 
tersebut. Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, 
yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu 
terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi’i dan 
Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak 
dengan Al-Qur’an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, atau 
dalam bahasa sastra yang artinya perkawinan.34 
d. Syarat wali (perkawinan tanpa wali tidaklah sah)35 
1) Wali hendaklah seorang laki-laki 
2) Beragama Islam 
3) Baligh  
4) Berakal sehat 
5) Adil 
e. Syarat saksi36 
1) Beragama Islam 
2) Dua orang laki-laki, atau menurut ulama Hanafi dimungkinkan seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan 
3) Baligh 
4) Adil 
5) Berakal 
6) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. 
                                                  
34 Ghazali, Abdul Rahman, Op Cit., hlm. 56-59. 
35 Sarong, Hamid, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Pena, Banda Aceh, 2010, hlm. 82. 
36 Ibid.. hlm. 83. 
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Selain itu, adapun kewajiban adanya saksi sebenarnya untuk kemaslahatan 
kedua belah pihak mempelai, supaya apabila di kemudian hari terdapat 
perselisihan yang menyangkut perkawinan maka saksi dapat memberikan 
keterangan yang benar sesuai kesaksiannya.37 
B. Tinjauan tentang Pencatatan Perkawinan  
1 Pengertian Pencatatan Perkawinan  
Dicatatnya suatu perkawinan dapat dijadikan bukti autentik bahwa telah 
sah suatu ikatan dan telah dijamin oleh negara bila suatu saat terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan. Pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang 
merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memberikan kemudahan dan 
kepastian hukum terhadap suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah 
kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukanoleh Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di 
wilayah calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di 
Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.38 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini dapat 
disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang 
menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah 
                                                  
37 Indi, Aunullah, Ensiklopedi Fiqh, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2008, hlm. 97. 
38  Afief, Saifuddin, Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke 1 Hukum Keluarga, Darunnajah 
Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 137. 
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dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 
Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan 
kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam 
suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau 
tidaknya suatu perkawinan oleh negara atau sebagai syarat administratif yang 
banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.39 
Fundamentum yuridis dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan diperjelas penekanannya dalam Pasal 4-7 Kompilasi Hukum 
Islam, memuat aturan-aturan sebagai berikut: 
a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam, 
b. Dilarang pria Islam kawin dengan non-muslim, 
c. Setiap perkawinan harus dicatat, 
d. Perkwinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat 
Nikah, 
e. Perkawinan diluar PPN ialah perkawinan liar, 
f. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
PPN.40 
Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: 
                                                  
39  Manan, Abdul, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Kencana Prenadamedia Grup, 
Jakarta, 2017, hlm. 236. 
40  Abdul Somad, Op Cit., hlm. 282-283. 
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a. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat 
Nikah, Talak, dan Rujuk. 
b. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat 
perkawinan pada kantor Catatan Sipil 
Adanya peraturan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pencatatan 
perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat sensitif dan telah di 
perudangkan dengan pertimbangan yang baik bagi kehidupan masyarakat. 
Pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam 
buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis 
yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar 
perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.  
2 Tujuan Pencatatan Perkawinan  
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat. Ini merpakan suatu upaya yang diatur melalui 
perundang-undangn, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan 
lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui 
pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing 
suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi percekcokan atau perselisihan 
diantra mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat 
melakukan upaya guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-
masing.41 
                                                  
41  Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 107. 
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Khusus bagi umat muslim di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur 
secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, yang menyatakan: 
a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 
harus dicatat 
b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 
Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
Pasal 6 ditegaskan:  
a. Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah  
b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan 
melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan 
menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan 
liar dalam bentuk kumpul kebo atau compassionate marriage.42 Realita yang ada 
di masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan ini sebagai hal yang 
tidak penting. Walaupun terkadang masyarakat memahaminya tetap saja beberapa 
dari mereka malas untuk mencatatkan dengan dalih rumitnya pencatatan 
perkawinan. Sehingga masyarakat banyak yang melakukan nikah sirri.  
Pada dasarnya pernikahan ini merupakan tindak pidana pelanggaran 
administrasi  yang  dapat dijatuhi  sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas  
                                                  
42  Abdul Somad, Op Cit., hlm. 281. 
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yang melakukan perkawinan tersebut. Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975. Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan 
umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan 
bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk 
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dengan maksud sewaktu-waktu dapat 
dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. 
3 Akta Nikah  
Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita untuk 
melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh 
pihak Pegawai Pencata Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang 
terkait dengan rencana yang dimaksud, perkawinan dapat dilangsungakan. 
Ketentuan dan tatacaranya diatur dalam Pasal 10 Peaturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, sebagai berikut: 
a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat yang dimaksud Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah ini. 
b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan 
kepercayaan itu. 
c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan di hadapan 
Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
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Saat perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai 
Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal 
yang diperlukannya, seperti yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Akta nikah memuat 10 langkah yang harus terpenuhi, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 
kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, 
disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 
b. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua. 
c. Izin kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) 
Undang-Undang Perkawinan. 
d. Dispensasi sebagaiman yanng dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan. 
e. Izin Pengadilan sebgaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Perkawinan. 
f. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan. 
g. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata. 
h. Perjanjian perkawinan bila ada. 
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, 
dan wali nikah bagi yang beragama Islam. 
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa 
perkawinan apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 
  
32 
Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian yang biasa 
disebut taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami 
sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap istrinya. Sesudah pembacaan 
tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah 
disiapkan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu 
diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang 
menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut 
serta bertanda tangan. Dengan penandatganganan Akta Nikah dan salinannya 
maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan 
Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan 
sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri 
melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh , seorang suami 
tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataanya ia 
mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka 
pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke 
Pengandilan. Selain itu, Akta Nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan 
anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke 
Pengadilan tidak dapat dilakukan. Jadi, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila suatu kehidupan suami istri 
berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum 
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Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat 
nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan 
mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. 
C. Tinjauan tentang Isbat Nikah 
1. Pengertian Isbat Nikah  
Itsbat nikah dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah 
yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan 
dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang 
berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 
Pengadilan disebutkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang 
telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh 
KUA atau PPN yang berwenang.43 
Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang 
mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan 
yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan 
Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama 
adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan 
sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. 
                                                  
43  Yusna Zaidah, Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hubungannya 
Dengan Kewenangan Peradilan Agama, Artikel, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 
2014, hlm. 5. 
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Lingkup Pengadilan isbat nikah lebih diketahui sebagai produk Pengadilan 
Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan 
jurisdictio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di 
dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang 
sesuatu yakni penetapan nikah.44 Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya 
permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.  
Sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa suatu perkawinan 
yang tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang dapat menimbulkan berbagai 
masalah bagi pelakunya. Maka dari itu, pemerintah memfasilitasi jalan keluar bagi 
mereka yang belum mencatatkan perkawinanya yakni bagi umat muslim sesuai 
dengan yang telah di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, yakni: Isbat 
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 
b. Hilangnya akta nikah. 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974. 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  
Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan 
                                                  
44  Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29. 
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ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi 
pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke 
pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  
2. Ketentuan Isbat Nikah  
Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan 
menurut peraturanperaturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk isbat 
nikah atau pengesahan nikah. Isbat nikah/pengesahan nikah diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 
tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Inpres No. 1 
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam 
Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009, yaitu “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang 
terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan 
menurut peraturan yang lain”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat 
dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. Isbat nikah di Indonesia baru ada setelah 
lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.45 
                                                  
45  Tim Permata Press, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Permata Press, Jakarta, 2008, 
hlm. 7. 
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Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke 
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 
b. Hilangnya Akta Nikah, 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.46 
Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah 
sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah 
menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab 
tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:  
a. Kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan 
pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini 
kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap 
peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum). 
b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut. 
c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam 
memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang 
ada hilang. 
d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan. 
                                                  
46  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2), 2008, hlm. 3. 
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e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya 
persetujuan dari istri sebelumnya.47  
Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 ayat 
(2) yang menyebutkan bahwa: ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” 
Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus 
pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh 
prosedur pengesahan di Pengadilan. 
3. Tata Cara Pengajuan Isbat Nikah 
Prosedur permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang 
ditempuh dalam mengajukan perkara perdata. Adapun prosedur yang harus 
ditempuh oleh pemohon isbat nikah,48 antara lain: 
a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat 
1) Pemohon mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat 
2) Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat 
sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka dapat 
meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum). 
3) Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) 
surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat 
permohonan isbat nikah. 
                                                  
47  www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah, Online: diakses pada tanggal 3 Juli 
2019. 
48  Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan 
Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II, 2013. 
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4) Memfotokopi formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 rangkap, 
kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 
Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas 
Pengadilan, satu fotokopi disimpan Pemohon. 
5) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari 
KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. 
b. Membayar Panjar Biaya Perkara 
1) Membayar panjar biaya perkar. Apabila Pemohon tidak mampu membayar 
biaya perkara, Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara 
secara cuma-cuma (Prodeo). 
2) Apabila Pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang 
berkaitan dengan perkara Pemohon di Pengadilan menjadi tanggungan 
pengadilan kecuali biaya transportasi Pemohon dari rumah ke pengadilan. 
Apabila Pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka 
Pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling. 
3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara Pemohon jangan lupa meminta 
bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya 
perkara. 
c. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan 
tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang 
tertera dalam surat permohonan. 
 
 
  
39 
d. Menghadiri Persidangan 
1) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dean waktu yang tertera 
dalam surat-surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan tidak 
terlambat. 
2) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan 
Persidangan, fotokopi formulir pendaftaran yang telah diisi. Dalam sidang 
pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP 
atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim 
kemugkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan. 
3) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada 
Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu 
sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam 
sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang 
kepada yang bersangkutan melalui surat. 
4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus 
mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. 
Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan 
saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya 
wali nikah dan saksi nikah, atau orangorang terdekat yang mengetahui 
pernikahan Pemohon. 
e. Putusan/Penetapan Pengadilan 
1) Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan 
putusan/penetapan isbat nikah. 
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2) Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka 
waktu setelah 14 hari sidang terakhir. 
3) Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor 
Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. 
4) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa 
meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan 
menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut 
(PEKKA, 2012: 4-5). 
Sedangkan tata cara pelaksanaan pengesahan perkawinan atau isbat nikah 
di Pengadilan Agama sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan 
Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik 
Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
a. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan 
yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang 
berwenang. 
b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. 
c. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 
Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan 
hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi 
Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat 
oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) 
huruf (a) Kompilas Hukum Islam). 
d. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri 
melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 
e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa 
prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati 
dalam menangani permohonan isbat nikah. 
f. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan 
nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut: 
1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah 
satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 
dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dan 
permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan 
yang jelas serta konkrit. 
2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua 
suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi 
penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan 
isteri bersamasama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan 
upaya hukum kasasi. 
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3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah 
seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri 
atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, 
produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 
upaya hukum banding dan kasasi. 
4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 
(2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam 
perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu 
tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau 
merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai 
pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak,wali nikah, dan pihak 
lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan 
suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. 
6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat 
mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan 
mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya 
berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan 
kasasi. 
7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli 
waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara 
voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut 
ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 
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8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat 
melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah. 
9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 
perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), 
dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah 
Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara 
belum diputus. 
10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan 
(5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama 
atau MahkamahSyar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan 
perkawinan yang telah disahkan oleh PengadilanAgama atau Mahkamah 
Syar'iyah tersebut. 
11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS 
sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan 
permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau 
sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah. l. Majelis Hakim dalam menetapkan hari 
sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. 
Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari 
sidang (Hukum Acara). 
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12) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut 
“Menyatakan sah perkawinan antara ... dengan ... yang dilaksanakan pada 
tanggal ... di ...”. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Akta nikah merupakan satu-satunya bukti perkawinan, bagi orang-orang yang 
tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam 
akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan 
melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta 
bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya. Adanya pencatatan setiap 
perkawinan ke dalam suatu register umum, pihak yang kawin, yaitu suami dan istri, 
akan memperoleh salinannya (kutipan akta nikah) yang dapat difungsikan selaku alat 
bukti fakta hukum menyangkut kependudukan dalam tatanan sosial. 
Perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat 
membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Isbat 
Nikah) dari Pengadilan Agama. Adanya isbat nikah dari Pengadilan Agama akan 
berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah 
mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih 
konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta 
harta benda dalam perkawinan. Bab ini akan membahas dasar pertimbangan hakim 
dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan 
Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs. 
A. Alasan Pengajuan Permohonan Isbat Nikah  
Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas 
mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai 
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pencatat nikah, tetapi kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu 
pencatatan perkawinan masih dibilang rendah. Hal ini terlihat masih banyaknya 
pernikahan sirri dan perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. 
Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat menganggap kurang 
pentingnya pencatatan perkawinan. Ada juga kemungkinan adanya pegawai 
pencatat perkawinan yang tidak bertanggungjawab maupun lalai dalam 
menjalankan tugasnya atau faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya 
perkawinan.  
Syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun 
kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat 
pernikahan, karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya merupakan 
penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam 
syariat Islam. Perkawinan yang telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai 
dengan syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahannya belum dicatatkan ke pejabat 
yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah, maka untuk mendapatkan 
penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara 
permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. 
Kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya 
pada dasarnya diperuntukkan bagi yang melakukan perkawinan di bawah tangan 
sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), Jo. 
Pasal 64 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang 
dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 
ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak 
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dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan 
Agama.49 
Pasal 7 ayat (3) berbunyi isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
2. Hilangnya Akta Nikah 
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.50 
Berdasarkan uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa 
KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-
undang, baik oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal menurut 
Pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 
Perundang-Undangan, Inpres tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-
undangan Republik Indonesia.51 
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan 
                                                  
49  Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 (ayat 2), 2008, hlm. 3. 
50  Ibid. 
51  Salim, Nasrudin, Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis 
dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV, Yayasan Al 
Hikmah, Jakarta, 2003, hlm. 70. 
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bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang 
tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila 
dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.52 
Terkait dengan isbat nikah ini Permenag No. 3 Tahun 1975 tentang 
Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam 
Melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi yang Beragama 
Islam yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa 
membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau 
karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, 
harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, 
tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan terhadap perkawinan yang 
terjadi sesudahnya. 
Jadi mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara 
voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan 
perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari 
perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan 
oleh Undang-Undang. Wasit Aulawi, berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak 
dilayani.53 
Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-
undang,  kalau  undang-undang  tidak  memberikan  kewenangan maka pengadilan  
                                                  
52  Ibid., hlm. 71. 
53  Aulawi, A. Wasit, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum 
Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 1996, hlm. 22. 
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tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diberikan tempat untuk 
isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya 
perkawinan bawah tangan secara massif.54 
Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan Pasal 7 ayat 2 KHI telah 
memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa 
batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya 
dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi Pasal 7 ayat (3) 
huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika 
penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan 
ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada 
putusan sela tentang sahnya nikah mereka. 
Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya 
kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan 
preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang 
asli, maka Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah 
menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim 
oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan 
perkawinan itu berada.55 
Ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau 
tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa 
                                                  
54  Ibid., hlm. 22. 
55  Ibid., hlm. 23. 
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yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab 
biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah 
dan sesuai dengan syari’at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)). Juga terhadap 
ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka 
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya 
yang tidak memberikan batasan yang jelas.56 
Sehubungan dengan pencatatan nikah yang telah diatur sedemikian tegas, 
KHI (Kompilasi Hukum Islam) memperkenalkan atauran yang diperuntukkan bagi 
mereka yang telah melangsungkan pernikahan belum tercatat atau tersahkan oleh 
negara, sehingga dikhawatirkan terjadi masalah dikemudian hari. Peraturan yang 
dimaksud adalah isabat nikah (pengesahan nikah). Akan tetapi solusi ini tidak 
serta merta digunakan dengan sebebas-bebasnya karena ada batasan-batasan yang 
harus diperhatikan untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. 
Konstruksi aturan isbat nikah diatas sekilas terlihat jelas ada batasan 
batasan yang memang mengarah kepada ketidakbolehan untuk mengajukan 
permohonan isbat nikah secara bebas. Akan tetapi bila dilihat secara cermat pada 
Pasal 7 ayat (3e) terkesan terjadi kekaburan dalam memahami perkara yang dapat 
disibatkan. Redaksi Pasal tersebut adalah “isbat nikah dapat diajukan sepanjang 
pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan”. Tentu Pasal tersebut dapat dipahami kebolehan untuk 
                                                  
56  Ibid., hlm. 24. 
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mengajukan perkara isbat nikah setelah diberlakukan No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.  
Jadi Pasal 7 ayat (3e) memberikan kelonggaran terjadinya pernikahan yang 
tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk mengajukan permohonan 
isbat nikah setelah diberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, termasuk apakah isbat nikah mencakup pernikahan sirri di bawah 
umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (laki-laki berumur 19 
tahun dan perempuan 16 tahun)57 dan nikah sirri pada poligami. Sebab dalam hal 
ini, masih adanya beberapa kebijakan Majelis Hakim tentang penetapan isbat 
nikah sirri yang masih di bawah umur dan poligami.  
Pada dasarnya isbat nikah boleh dilakukan bagi mereka yang melakukan 
nikah sirri untuk dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan 
mendapatkan bukti autentik dan berimplikasi pada adanya kepastian hukum, akan 
tetapi untuk mengajukan isbat nikah ada syarat-syarat yang harus diperhatikan 
meskipun aturan tersebut tidak disebutkan secara gamblang. Hukum materiil yang 
berlaku dilingkungan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori 
hukum baik yang tersebut didalam kitab fiqih maupun dalam kitab-kitab hukum 
lainnya.58 
                                                  
57  Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”. 
58  Wignyosubroto, Sutandyo, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, 
Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 126. 
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Praktiknya, para Hakim menetapkan isbat nikah dengan interpretasi yang 
beragam dengan tujuan kemaslahatan, sehingga isbat nikah dengan kondisi 
tertentu dapat dijadikan sebagai cara untuk menetapkan perkawinan secara sah 
meskipun hal itu bukan termasuk kategori perkawinan yang dapat disahkan. 
Namun demikian, Hakim sebagai penegak hukum yang menggunakan otoritasnya 
dalam memberikan kebijakan terkadang tidak berdasarkan pada ketentuan yang 
ada, melainkan dengan interpretasi masing-masing sesuai dengan keyakinan 
Hakim dan realitas kehidupan masyarakat, tidak terbelenggu pada rumusan 
Undang-undang.  
Perkara isbat nikah pada penelitian ini yaitu pada Penetapan Nomor: 
0067/Pdt.P/2019/PA.Bbs pengajuan isbat nikah Pemohon pada intinya mempunyai 
alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Tahun 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 
menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, namun menurut 
keterangan Pegawai Pencatat Nikah, pernikahan tersebut tidak ditemukan 
dalam Register Pencatatan Akta Nikah di Kantor KUA setempat berdasarkan 
Surat Keterangan No. 25/Kua.11.29.11/Pw.01/03/2019 tertanggal 14 Maret 
2019. 
2. Wali pernikahan tersebut adalah orang tua mempelai perempuan dengan 
disaksikan oleh saksi nikah Syai’in bin Nahrowi dan Raslan bin Takwid. Akad 
nikah berlangsung dengan ijab diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah 
walinya menyerahkan perwaliannya dengan mas kawin berupa uang tunai 
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai tanpa adanya 
perjanjian perkawinan. 
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3. Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk 
melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 
perundang-undangan yang berlaku. Namun para pemohon tidak pernah 
menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah setempat dan 
berusaha meminta Akta Nikah tersebut namun tidak ditemukan dalam Register 
Akta Nikah di Kantor KUA tersebut.  
4. Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama 
Brebes, kemudian dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama setempat sebagai dasar hukum mengurus akta kelahiran anak 
dan pembuatan paspor untuk perjalanan ke luar negeri. Maka Pemohon 
memohon kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan para pemohon 
akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara tersebut kepada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Paguyangan untuk dicatat dalam daftar Register 
Pencatatan Akta Nikah. 
Berdasarkan analisis alasan-alasan pemohon dalam permohonan isbat 
nikah pada Penetapan Nomor: 0067/Pdt.P/2019/PA.Bbs, maka dapat penilis 
disimpukan bahwa alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat nikah 
Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Brebes yaitu terletak pada Pasal 
7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan yang dilakukan 
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974”. Pengajuan permohonan itsbat nikah dilatarbelakangi 
oleh karena tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat 
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Nikah setempat dengan alasan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan 
pembuatan paspor untuk perjalanan ke luar negeri dan kepastian hukum dan tertib 
administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
Mencermati alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon 
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Brebes adalah dalam 
rangka mengurus akta kelahiran anak dan pembuatan paspor untuk perjalanan ke 
luar negeri, di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para 
pemohon itu sendiri. Dengan demikian para orang tua ingin memperjelas status 
anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak 
dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Isbat Nikah  
Hukum positif Indonesia menjelaskan tentang pencatatan perkawinan 
bahwa suatu perkawinan dapat diakui oleh negara apabila telah memenuhi syarat 
formil yakni mencatatkannya. Warga yang taat pada hukum di Indonesia harus 
mentaatinya, harena sejatinya dalam perundangan tersebut yang khususnya bagi 
umat muslim yakni yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam 
penetapannya juga telah berdasar fiqih yang ada di Indonesia yang mayoritasnya 
ialah syafi’iyyah. Fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat 
amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Bukti fiqh di 
Indonesia bercorak syafi’iyyah ialah banyak ulama-ulama fiqih terdahulu yang 
bercorak syafi’iyyah. Seperti Syekh Arsyad al-Banjari, Syaikh Abd Al-Malik bin 
Abdullah Trengganu, Syaikh Nawawi al-Batani, dan lain sebagainya. Bukti-bukti 
  
55 
lain juga menunjukkan, buku fiqih yang banyak digunakan di Indonesia seperti di 
pesantren dan madrasah adalah buku-buku yang berada dalam rumpunan mazhab 
Syafi’i.59 
Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada pokok masalah yang telah 
dirumuskan, yaitu akan membahas dasar pertimbangan hakim dalam penetapan 
permohonan isbat nikah. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam 
pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Ttahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.30 Serta dalam KHI 
dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 yang berbunyi: 
Pasal 5 KHI: 
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 
harus dicatat. 
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat 
nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo 
Undang-undang No. 32 tahun 1954. 
 
Pasal 6 KHI: 
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan Hukum. 
 
Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan 
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna 
terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya 
pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam 
kehidupan rumah tangga. Pada perkara isbat nikah penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 
                                                  
59  Nuruddin, Amiur & Akmal, Azhari, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi 
KritisPerkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Kencana, 
Jakarta, 2004, hlm. 6-7. 
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2009/PA.Bbs. Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, 
namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat 
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dalam hal ini para 
pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 
Ttahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI. Maka perkawinan 
yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) KHI. 
Pelanggaran Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Ttahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 
saksi-saksi, fakta ditemukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, 
dengan wali pernikahan tersebut adalah orang tua mempelai perempuan dan saksi 
nikah Syai’in bin Nahrowi dan Raslan bin Takwid. Akad nikah berlangsung 
dengan ijab diucapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah walinya menyerahkan 
perwaliannya dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh 
ribu rupiah) dibayar tunai tanpa adanya perjanjian perkawinan. 
Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk 
melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-
undangan yang berlaku. Namun para pemohon tidak pernah menerima kutipan 
Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah setempat dan berusaha meminta Akta 
Nikah tersebut namun tidak ditemukan dalam Register Akta Nikah di Kantor KUA 
tersebut. Menurut penulis, hal ini dapat dimungkinkan karena pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak bertanggungjawab maupun lalai dalam menjalankan 
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tugasnya atau faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan 
karena pemohon menganggap kurang pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini 
terlihat dari kesaksian Syai’in bin Nahrowi yang menyatakan bahwa setelah akad 
nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus Akta Nikah sampai sekarang.  
Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) Pemohon I dan Pemohon II, yaitu KTP No. 332904170455xxxx tanggal 5 
November 2012 atas nama Warta Mulisani dan KTP No. 3329045400373xxxx 
tanggal 16 Maret 2019 atas nama Daryunah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, permohonan formil isbat 
nikah dapat diterima karena saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 
22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun.  
Isbat Nikah pada perkara penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 2009/PA.Bbs 
dilakukan sesudah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwainan, 
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) jo. Penjelasan Ayat (2) 
angka 22 bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkwainan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain. Maka sejatinya pernikahan setelah undang-undang 
perkawinan tersebut tidak dapat disbatkan. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon 
II dapat disbatkan berdasarkan azas “kontra legem” karena pemohon beritikad 
baik sebagai orang yang awam hukum dan sebagai penyelesaian hukum yang 
dhurorot karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh bukti/Akta Nikah atau akta 
autentik pernikahannya kecuali dengan diisbatkannya pernikahan tersebut.  
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Mencermati bukti P.3 para pemohon dapat meneguhkan dalil 
permohonannya bahwa pernikahannya tersebut telah terbukti tidak tercatat pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sesuai dengan 
Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Paguyangan Kabupaten Brebes Nomor: 25/Kua.1129.11/Pw.01/03/2019 tanggal 
11 Maret 2019. Hal ini diperkuat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para 
pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta 
bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang tidak ada 
hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan 
perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain sesuai 
dengan ketentuan Pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.  
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan perkawinan Pemohon I dengan 
Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari’at/hukum munakahat sesuai Pasal 2 
ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan jis. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 
14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon 
II tidak ada halangan apapun untuk disahkan perkawinannya. Hal ini juga sesuai 
dengan dalil dalam Kitab Tuhfah IV:133 yang artinya: diterima pengakuan 
nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan 
bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka 
penetapan isbat nikahnya dapat dikabulkan. Penetapan tersebut dapat 
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dipergunakan sebagai dasar untuk diterbitkannya bukti autentik pernikahan (Akta 
Nikah) oleh lembaga yang berwenang mencatat dan mengeluarkannya yang dapat 
Pemohon gunakan untuk dasar permohonan penerbitan akte kelahiran anak yang 
diakibatkan perkawinan tersebut atau kepentingan perbuatan hukum lainnya 
seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ke luar negeri.  
Jadi menurut penulis, sudah benar majelis hakim mengabulkan 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah pernikahannya yang 
dilaksanakan pada tahun 1988 serta memerintahkan kepada para Pemohon untuk 
mencatatan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Adapun dasar pertimbangan hakim 
dalam penetapan permohonan isbat nikah Pengadilan Agama Brebes pada 
Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 2009/PA.Bbs yaitu:  
1. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 
kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 
pria maupun pihak wanita. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Pernikahan, yaitu “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) 
pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” karena 
Pemohon I sudah berusia 22 dan Pemohon II berusia 16 tidak melanggar 
ketentuan Pasal 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun. 
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2. Azas Kotra Legem 
Contra legem merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang 
mempunyai arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis 
hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta 
persidangan. Seperti halnya yang terdapat pada penetapan isbat nikah Nomor: 
006/Pdt.P/2009/PA.Bbs. Perkara tersebut hakim mengenyampingkan Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf 
(a) dan ayat (2) jo. Penjelasan Ayat (2) angkat 22 bahwa “pernyataan tentang 
sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”.  
Berdasarkan azas “kontra legem” karena pemohon beritikad baik 
sebagai orang yang awam hukum dan sebagai penyelesaian hukum yang 
dhurorot karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh bukti/Akta Nikah atau 
akta autentik pernikahannya kecuali dengan diisbatkannya pernikahan tersebut. 
3. Pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 Kompilasi 
Hukum Islam dan Dalil dalam Kitab Tuhfah IV:133. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan: 
Pasal 8: 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a.  berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 
b.  berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya; 
c.  berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 
d.  berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
dan bibi/paman susuan; 
e.  berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f.  mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
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Pasal 9: 
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 
Undang-undang ini. 
Pasal 10: 
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pasal 11 
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 39: 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita disebabkan : 
(1) Karena pertalian nasab : 
a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau 
keturunannya; 
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 
(2) Karena pertalian kerabat semenda :  
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; 
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 
dukhul; 
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 
(3) Karena pertalian sesusuan : 
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke 
atas; 
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke 
bawah; 
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke 
bawah; 
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 
Pasal 40 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang 
wanita karena keadaan tertentu: 
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a.  karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 
pria lain; 
b.  seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 
c.  seorang wanita yang tidak beragama islam. 
Pasal 41 
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; 
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; 
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya 
telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah. 
Pasal 42 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita 
apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-
empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i 
ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang 
yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i. 
Pasal 43 
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; 
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an. 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah 
kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul 
dan telah habis masa iddahnya. 
Pasal 44 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
pria yang tidak beragama Islam. 
 
Dalil dalam Kitab Tuhfah IV:133: 
Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Pernikahan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam dan Dalil dalam 
Kitab Tuhfah IV:133 Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk 
menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak ada halangan apapun 
untuk disahkan pernikahannya.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan 
Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/2009/PA.Bbs yaitu 
dilatarbelakangi oleh karena tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari 
Pegawai Pencatat Nikah setempat. Alasan permohonan isbat nikah untuk 
keperluan mengurus akta kelahiran anak dan pembuatan paspor untuk 
perjalanan ke luar negeri dan kepastian hukum dan tertib administrasi 
kependudukan dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI yaitu Itsbat nikah 
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan 
dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah 
Pengadilan Agama Brebes pada Penetapan Nomor: 006/Pdt.P/ 2009/PA.Bbs 
yaitu: (1) Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
karena Pemohon I sudah berusia 22 dan Pemohon II berusia 16 saat menikah; 
(2) Azas Kontra Legem, hakim mengenyampingkan Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) 
jo. Penjelasan Ayat (2) angkat 22 karena para pemohon beritikad baik sebagai 
orang yang awam hukum dan sebagai penyelesaian hukum yang dhurorot 
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karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh Akta Nikah atau akta autentik 
pernikahannya kecuali dengan diisbatkannya pernikahan tersebut; dan (3) 
Pasal 8-11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 KHI dan Dalil 
dalam Kitab Tuhfah IV:133, Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak ada 
halangan apapun untuk disahkan pernikahannya.  
 
B. Saran  
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 
hendak menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Akta nikah yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah itu sangat penting 
dalam sebuah pernikahan, maka pasangan yang melaksanakan pernikahan 
harus mempunyai akta nikah tersebut guna mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap pada pernikahannya. Oleh karena itu perlu adanya jalinan kerjasama 
antara pihak Kantor urusan Agama dan tokoh agama maupun tokoh 
masyarakat agar tidak terjadi perkawinan tidak dicatatkan. 
2. Sebagai penegak hukum, Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang 
baik dalam memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah, sebab dari 
pemahaman tersebut akan melahirkan sikap Hakim dalam menetapkan perkara 
isbat nikah dengan mempelajari kasus-kasus yang dinamis terutama kasus 
isbat nikah. Hakim Peradilan memiliki tugas untuk menegakkan hukum, 
sehingga harus tetap mengikatkan dirinya kepada ketentuan yang telah dibuat, 
meskipun pada saat-saat tertentu Hakim boleh untuk menafsirkan ketentuan 
tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing Hakim dalam melakukan 
penggalian hukum. 
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